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KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2119 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAH ESA 

BUPATI PONOROGO, 
bahwa dalam rangka mewujudkan dok men sebagai Pedomanbagi pemerintah kabupaten dalam menyusun PerubahanKebijakan Umum APBD (Perubahan K J/A), Perubahan Prioritasdan Plafon Anggaran Sementara (P1r:ubahan PPAS) sertaPerubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah (Perubahan RAPBD), maka perlJ menetapkan PeraturanBupati tentang Perubahan Rencaja Kerja PemerintahDaerah (RKPD) Kabupaten Ponorogo Tah:un 2019; 

I 
I 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentangPembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkunganPropinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1950 Nomor 19, Tambal{an Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubahdengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentangPerubahan Batas Wilayah Kotaprajd Surabaya dan DaerahTingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-UndangNomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah­Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timurdan Undang-Undang Nomor Nomor 16 Tahun 1950 tentangPembentukan Daerah-Daerah ;Kota Besar dalamLingkungan Propinsi Jawa Timur, Jq.wa Tengah, Jawa Baratdan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1965 1Nomor 19, TambahanLembaran Negara Republik Tndonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4286); 
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasio:r;ial (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
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4. Undang-Undang Nomor 33 Tfhun 2004 tentangPerimbangan Keuangan antara Piemerintah Pusat danPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); I 5. Undang-Undang Nomor 24 T?.hun 2007 tentangPenanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66J Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4l23);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Ne�ara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Untiang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua atas Undang­Undaang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Ne ara Republik Indonesia Nomor 5679); 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentangPelaporan Keuangan dan Kinerj Instansi Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indone ia Tahun 2006 Nomor25, Tambahan Lembaran Negara Retublik Indonesia Nomor4614); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang TataCara Pengendalian dan Evaluasi J Pelaksanaan RencanaPembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2007 Nomor 140, Tambahan Lemlbaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4663); J 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentangPedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik lndonefia Tahun 2008 Nomor19, Tambahan Lembaran Negara Refublik Indonesia Nomor4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 ten tangDekonsentrasi dan Tugas Pembantpan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, TambahanLembaran Negara Republik Indonesil Nomor 4816);11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Ta�un 2008 tentang TataCara Penyusunan dan Evaluasi _I Pelaksanaan RencanaPembangunan Daerah (Lembar�n Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 21,1 Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 48,17);12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 J Tahun 2016 tentangPerangkat Daerah (Lembaran Neg�ra Republik IndonesiaTahun 2016 Nomor 114, Tambafuan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 1887);13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentangPengelolaan Keuangan Daerah (Lernjbaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2019 Nomor 4��1 Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6322);
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14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun
1 
2015 tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2015Nomor 25, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor5658);15. Peraturan Menteri Dalam Negeri N

I
· omor 13 Tahun 2006ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerahsebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir denganPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011tentang Perubahan Kedua Atas Petaturan Menteri DalamNegeri Nomor 13 Tahun 2006 tenta11 g Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri ryomor 86 Tahun 2017tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan EvaluasiPembangunan Daerah, Tata CarJ Evaluasi RancanganPeraturan Daerah tentang RencaniPembangunan JangkaPanjang Daerah dan Rencana embangunan JangkaMenengah Daerah, serta Tata Ca a Perubahan RencanaPembangunan Jangka Panjang Daerah, RencanaPembangunan Jangka Menengah !Daerah, dan RencanaKerja Pemerintah Daerah (Berita Neiara Republik IndonesiaTahun 2017 Nomor 1312); 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri ijomor 22 Tahun 2018tentang Penyusunan Rencana KerJa Pemerintah DaerahTahun 2019; I 18' ::�::�;a�e!:�:i p�:��u:::t1n,:a�:� �!nJ:��n 2�;� Belanja Daerah Tahun Anggaran 20�9; 19. Peraturan Gubernur Jawa Timur 
1

Nomor 3 Tahun 2014tentang Rencana Pembangunan Jan.gka Menengah Daerah(RPJMD) Provinsi Jawa Timu� Tahun 2014-2019sebagaimana telah diubah denga� Peraturan GubernurJawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan AtasPeraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014tentang Rencana Pembangunan Jarl.gka Menengah Daerah(RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun! 2014-2019;20. Peraturan Daerah Kabupaten Pon@rogo Nomor 6 Tahun2010 tentang Rencana Pemban�nan Jangka PanjangDaerah (RPJPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2005-2025{Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 Nomor6); I 21. Peraturan Daerah Kabupaten Pon0rogo Nomor 4 Tahun2016 tentang Rencana Pembangut)lan Jangka MenengahDaerah {RPJMD) Kabupaten Pono�ogo Tahun 2016-2021sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DaerahKa bu paten Ponorogo Nomor 1 Tahuri 2019 ten tang Rencana
I Pembangunan Jangka Meneng�h Daerah (RPJMD)Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2p21 (Lembaran DaerahKabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 1);
I 22. Peraturan Daerah Kabupaten Pon9rogo Nomor 6 Tahun2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Pbnorogo Tahun 2016Nomor 6);
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23. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 46 Tahun 2018 tentangRencana Kerja Pemerintah Daer!h (RKPD) KabupatenPonorogo Tahun. 2019 sebagaimanf telah diubah denganPeraturan Bupat1 Ponorogo Nomor r2 Tahun 2018 ten tangRencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) KabupatenPonorogo Tahun 2019 (Berita DaerJh Kabupaten PonorogoTahun 2018 Nomor 72);

MEMUTUSKAN : 
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBfHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KA UPATEN PONOROGO TAHUN 2019. 

Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan 1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupater Ponorogo. 3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.4. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selan utnya disingkat RKPDadalah dokumen perencanaan daerah untuk perioS.e 1 (satu) tahun ataudisebut dengan Rencana Pembangunan Tahunan Dabrah.5. Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daer�h Tahun 2019 yangselanjutnya disebut Perubahan RKPD Tahun 2019 adalah PerubahanRencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Poriorogo Tahun 2019.
Pasal 2 (1) Perubahan RKPD ini menjadi landasan penyusunaip- Perubahan KebijakanUmum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sem1ntara untuk menyusunPerubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun2019.(2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguraikanperubahan program dan kegiatan yang akan dilaksanjakan pada tahun 2019. (3) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ay�t (1), disusun dengansistematika sebagai berikut:BAB I PENDAHULUAN. BAB II BAB III BAB IV BAB V BAB VI 

EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II. KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGA� DAERAH SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DlERAH PENUTUP 
Pasal 3 

(1) Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib melaksanJkan Perubahan RKPDdengan melakukan Perubahan Rencana Kerja sltuan Kerja PerangkatDaerah.(2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat basilevaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulatb. II tahun berjalan danperubahan program dan kegiatan yang akan dilaksanlkan pada Tahun 2019.
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(3) Hal-hal yang tidak mengalami perubahan sebagairhana dimaksud dalamPasal 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati PonorogoNomor 46 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 sebagaimana telah diubah denganPeraturan Bupati Ponorogo Nomor 72 Tahun 2018 tentang Perubahan atasPeraturan Bupati Ponorogo Nomor 46 Tahun 2018 tentang Rencana KerjaPembangunan Daerah (RKPD) Ka bu paten Ponorogo Tarun 2019.(4) Uraian secara rinci Perubahan RKPD Tahun 2019 dimuat dalam Lampiranyang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4 Dalam hal Perubahan RKPD Tahun 2019 yang ditetapkan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 berbeda dengan RKPD Tahun \ 2019 maka digunakan program dan kegiatan basil Perubahan RKPD Tahun 2019. 
Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pehgundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 'abupaten Ponorogo. 

Diundangkan di Ponorogo pada tanggal 8 Juli 2019 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONOROGO, 

TTD. 
AGUS PRAMONO 

Ditetapkan di Ponorogo pada tanggal 8 Juli 2f 19 
BUPATI PON�ROGO, 

TTD. 
H. IPONG MUCl-ILISSONII 

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2019 NOMOR 58. 
Salinan sesuai dengan aslin/KEPALA BAGIAN HUKUM SE RETARIAT DAERAH 



LAMPIRAN PERATURAN lPATI PONOROGO NOMOR 8 TAHUN 2019 TANGGAL JULI 2019 
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH AERAH (RKPD) KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2 19 

Salinan sesuai dengan aslin7 KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH 
CATUR HERTIYAWAN, S.H. NIP. 19640707 199303 1 008 

BUPATI PON ROGO, 
TTD 

H. IPONG MU I HLISSONI
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